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PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran 

penyelenggaraaan tugas secara profesional, akuntabel, 

dan bertujuan meningkatkan pelayanan publik 

dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana yang 

efektif dan efisien; 

b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan sarana dan 

prasarana di lingkungan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan 

standar sarana dan prasarana kantor; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak tentang Standar Sarana dan 

Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 133); 

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK TENTANG STANDAR SARANA DAN 

PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar Sarana dan Prasarana Kantor adalah ukuran 

baku ruang kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan 

dinas. 

2. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi 
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sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan 

fungsi pekerjaan. 

3. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan 

tugas dan fungsi pekerjaan. 

4. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan 

pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat 

perlengkapannya yang disesuaikan dengan kebutuhan 

serta memenuhi persyaratan estetika. 

5. Ruang Penunjang adalah ruang yang berfungsi 

menunjang pelaksanaan pekerjaan secara tidak 

langsung. 

6. Perlengkapan Kantor adalah alat yang dipersiapkan 

sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan 

yang dilaksanakan. 

8. Ruang Pusat Televisi Sirkuit Tertutup (Closed Circuit 

Television) yang selanjutnya disebut Ruang Pusat CCTV 

adalah ruang tempat mengendalikan dan memantau 

jaringan kamera closed circuit television. 

9. Ruang Pusat Layanan Konsultasi dan Manajemen 

Pengetahuan Terpadu yang selanjutnya di sebut Ruang 

Konsultasi adalah ruang untuk memberikan konsultasi 

serta pengelolaan informasi dan pengetahuan terkait 

kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak bagi para pihak yang membutuhkan.  

10. Ruang Layanan Perempuan dan Anak adalah ruang 

untuk memberikan layanan penerimaan pengaduan, 

pengelolaan kasus, pendampingan, dan layanan mediasi 

terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. 

11. Ruang Rapat Bersama (Co-Working Space) adalah ruang 

kerja baru dimana pegawai bekerja bersamaan dengan 

orang lain dari unit yang berbeda di satu tempat yang 

sama. 

12. Ruang Pusat Kendali Berbasis Teknologi Informasi 

(Command Center) adalah ruangan dengan infrastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan 

untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan 
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pengelolaan aplikasi, data, jaringan, internet, peladen 

(server), pengelolaan pertemuan dalam jaringan (daring), 

serta keamanan data dan informasi yang telah 

diproses/dianalisa melalui layanan elektronik yang 

digunakan untuk membantu pengambilan keputusan 

dan ketersediaan data untuk internal dan publik. 

13. Kendaraan Dinas adalah Sarana kerja berupa alat 

transportasi yang digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

14. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen 

PPPA adalah kementerian yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di 

bidang perlindungan anak. 

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan 

tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. 

 

Pasal 2 

(1) Maksud penyusunan Peraturan Menteri ini yaitu sebagai 

pedoman bagi: 

a. pegawai dalam menggunakan Sarana dan Prasarana 

kantor di lingkungan Kemen PPPA; dan 

b. unit kerja dalam pengelolaan Sarana dan Prasarana 

yang sesuai dengan ukuran baku. 

(2) Standar Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan 

Kemen PPPA bertujuan untuk:  

a. menciptakan keselamatan, keamanan, kesehatan, 

dan kenyamanan kerja; 

b. menciptakan keleluasaan bergerak secara sehat dan 

teratur;  

c. adanya keseragaman tata cara penggunaan Ruang 

Kantor dan alat Perlengkapan Kantor; 

d. kelancaran proses pekerjaan serta tugas 

pengawasan dan pengamanan; dan 
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e. penyediaan pengamanan arsip dan dokumentasi. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan 

mengenai standardisasi ukuran, jumlah, bahan, kapasitas, 

jenis, model, dan/atau tipe Sarana dan Prasarana kantor di 

lingkungan Kemen PPPA. 

 

Pasal 4 

Standar Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Kemen 

PPPA terdiri atas: 

a. Ruang Kantor; 

b. Ruang Penunjang; dan 

c. Kendaraan Dinas. 

 

Pasal 5 

(1) Ruang Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a terdiri atas: 

a. ruang kerja; 

b. ruang tamu; dan 

c. ruang rapat. 

(2) Ruang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a diperuntukkan bagi: 

a. Menteri; 

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 

d. Pejabat Administrator; 

e. Pejabat Pengawas; 

f. Pejabat Fungsional; 

g. Pejabat Pelaksana, termasuk staf administrasi; dan 

h. staf penunjang termasuk manajemen gedung 

(building management). 

(3) Standar Ruang Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 6 

(1) Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf b terdiri atas: 

a. ruang ibadah; 

b. lobi; 

c. ruang pusat data (server); 

d. Ruang Pusat Kendali Berbasis Teknologi Informasi 

(Command Center); 

e. ruang arsip; 

f. ruang perpustakaan; 

g. ruang penyimpanan barang; 

h. Ruang Pusat CCTV; 

i. ruang poliklinik; 

j. ruang sentral telepon; 

k. ruang pos penjagaan keamanan; 

l. ruang sumber tenaga diesel atau genset; 

m. ruang pantri; 

n. toilet; 

o. ruang panel listrik; 

p. ruang menyusui; 

q. ruang tempat penitipan anak; 

r. ruang forum anak; 

s. Ruang Layanan Perempuan dan Anak; 

t. Ruang Konsultasi; 

u. ruang Dharma Wanita Persatuan; 

v. ruang lembaga donor; 

w. Ruang Rapat Bersama (Co-Working Space); 

x. janitor; dan 

y. tempat parkir. 

(2) Standar Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 7 

(1) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf c terdiri atas: 

a. Kendaraan Dinas Menteri; 
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b. Kendaraan Dinas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 

termasuk yang disetarakan;  

c. Kendaraan Dinas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 

dan 

d. Kendaraan Dinas. 

(2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a sampai dengan huruf c disediakan bagi pejabat 

dan pegawai selama yang bersangkutan memangku 

jabatan tersebut. 

(3) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d 

disediakan bagi pejabat dan/atau pegawai untuk 

menunjang tugas kedinasan. 

(4) Standar Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 8 

Standar Sarana dan Prasarana Kantor yang diatur di dalam 

Peraturan Menteri ini dalam pemenuhannya disesuaikan 

dengan anggaran yang tersedia. 

 

Pasal 9 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 28 Desember 2021 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 29 Desember 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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